PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1952
TENTANG
PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA DAN TUNJANGAN
KEPADA ANAK YATIM-PIATU PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa pada waktu ini berlaku berbagai peraturan tentang pemberian
pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak Pegawal Negeri
Sipil, maka dianggap perlu diadakan suatu peraturan yang bersamaan
yang berlaku untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

a. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1947 dan No. 30 tahun 1948;
b. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1949 dan Nr 40 tahun 1950;
C. Staatsblad 1931 No. 473 jo. Staatsblad 1940 No. 419;

Mendengar :
Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 23 Pebruari 1952;

Memutuskan :
Dengan membatalkan segala peraturan lama tentang pemberian pensiun
kepada janda dan tunjangan kepada anak Pegawai Negeri Sipil bagi
mereka yang terhadapnya berlaku Peraturan Pemerintah ini;
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA DAN
TUNJANGAN KEPADA ANAK YATIM-PIATU PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1.
Arti Pegawai Negeri, isteri dan anak.

(1) Pegawai yang dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah :

a. Pegawai Negeri menurut Peraturan Pensiun Pegawail Negeri
Sipil yang berlaku :
b. Mereka yang pada waktu atau sesudah mulai berlakunya

Peraturan ini diperhentikan dari Jabatan Negeri dengan
mendapat pensiun yang hingga saat pemberhentian 1tu
termasuk golongan tersebut dalam huruf a.
(2) Isteri yang dimaksudkan dalam Peraturan 1ini, 1ialah isteri
pegawai yang dikawin dengan sah.
(3) Anak yang dimaksudkan dalam peraturan ini, ialah anak pegawai
dari perkawinan yang sah dan anak yang disahkan menurut
Undang-undang Negara.

Pasal 2.
Gaji.

Yang dimaksudkan dengan gaji dalam Peraturan 1ini, 1ialah gaji
menurut Peraturan Pensiun Pegawail Negeri Sipil yang berlaku.
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Pasal 3.

Pegawai laki-laki menurut peraturan-peraturan yang ditentukan
dalam Peraturan ini, dapat menunjuk seorang isteri atau lebih
sebagai yang berhak menerima pensiun dan seorang anak atau
lebih sebagai yang berhak menerima tunjangan.

Pegawai wanita mempunyai hak tersebut dalam ayat 1 diatas
untuk anak-anaknya.

Cara menunjuk i1tu dilakukan menurut peraturan-pelaksanaan,
yang akan ditentukan kemudian.

Pasa! 4.
luran-ituran.

Pegawai diwajibkan membayar iuran untuk pensiun janda dan

tunjangan anak, yang selanjutnya disebut "iuran biasa'". luran

biasa i1tu tiap bulan dipotong dari gaji uang tunggu, lain-
lain penghasilan yang bersifat gaji untuk suatu jabatan utama
atau pensiun pegawail dan berjumlah :

a. untuk pegawai laki-laki 7% dengan ketentuan bahwa
persentasi ini dinaikkan dengan 2% untuk setiap iuran
lebih dari satu yang ditunjuk sebagai yang berhak
mendapatkan pensiun, terhitung dari bulan berikutnya
saat penunjukkan 1tu mulai berlaku, dengan ketentuan
bahwa untuk maksud ini tidak akan dipotong Hlebih dari
11%.

b. untuk pegawai wanita 2%;

Kewajiban membayar 1iuran biasa berakhir mulai bulan

berikutnya bulan pegawai

a. tidak lagi menerima penghasilan termaksud dalam ayat 1;

b. mencapai umur 60 tahun dan waktu i1tu tidak mempunyai
isteri yang berhak menerima pensiun dan/atau anak yang
berhak menerima tunjangan;

C. sesudah berusia 60 tahun, tidak mempunyai lagi isteri
yang berhak atas pensiun dan/atau anak yang berhak atas
tunjangan.

Bagi pegawai yang telah mencapai umur 60 tahun, kewajiban
membayar iuran biasa yang telah berakhir tidak dapat dimulai
lagi.

Pegawai yang diwajibkan membayar 1iuran Dbiasa disebut
“"pembayaran-iuran-wajib".

Pasal 5.

Pegawal yang mendapat kenaikan gaji, diwajibkan membayar
iuran yang selanjutnya disebut "ituran luar biasa" sejumlah
perbedaan antara gaji baru dan gaji tertinggi yang pernah
diterima selama menjadi pembayaran-iuran-wajib.

Dalam hal gaji termaksud terakhir berjumlah [lebih tinggi,
maka tidak dipungut turan luar biasa.

luran luar biasa 1i1tu dipotong sekaligus dari penghasilan
untuk bulan kenaikan gaji dan dari jumlah yang dipotong itu
tidak dipungut iuran biasa.
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Pasal 6.

Untuk tiap-tiap penunjukan seorang isteri sebagai yang berhak
menerima pensiun, pembayar-iuran-wajib harus membayar iuran
yang selanjutnya disebut ™"iuran-nikah" sebesar satu bulan
gaji  yang diterima pada saat peraturan ini  berlaku
terhadapnya sebagai pembayar-iuran yang bernikah dengan
isteri itu.

Jika pada waktu itu pembayar-iuran-wajib tidak menerima gaji,
besarnya iuran-nikah adalah satu bulan gaji terakhir.

Apabila karena kelalaian pegawai, penunjukkan i1tu tidak
dilakukan dalam 6 bulan sesudah saat tersebut dalam ayat (1),
maka iTuran-nikah ditetapkan sejumlah gaji pada waktu
penunjukan jika gaji ini lebih tinggi dari pada yang
termaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal iIni.

luran ini wajib dibayar pada waktu penunjukan akan tetapi
dapat dipotong dari penghasilan termaksud dalam pasal 4 ayat
(1) dengan sebanyak-banyaknya 36 angsuran bulanan yang
sedapat mungkin sama besarnya dengan memperhatikan ketentuan
dalam pasal 12.

Apabila kewajiban membayar 1iuran biasa berakhir maka
pemotongan iuran-nikah dari penghasilan tersebut salam pasal
4 ayat (1) dihentikan, tetapi dimulai lagi jika yang
berkepentingan membayar ituran-biasa lagi.

Pasal 7.
Kemungkinan untuk menjadi pembayar-iuran-sukarela.

Apabila pada atau sesudah waktu berlakunya peraturan ini,
kewajiban untuk membayar iuran-biasa berakhir, maka (bekas)
pegawai, jika menghendaki, dapat meneruskan pembayaran iuran
untuk keperluan pemberian pensiun janda Kkepada isteri
(isteri-isteri) vyang pada waktu berakhirnya kewajiban
termaksud telah ditunjuk sebagai yang berhak menerima pensiun
atau yang harus dianggap sedemikian dan/atau tunjangan anak
yatim-piatu Kkepada anak-anaknya yang berhak menerimanya.
Kehendak i1tu harus dinyatakan dalam waktu 6 bulan sesudah
waktu tersebut dengan cara yang akan ditentukan lebih lanjut
dalam pelaksanaan peraturan ini.

Jikalau bekas pegawai termaksud dalam ayat (1) meninggal
dunia dalam waktu tersebut pada ayat itu dansebelum
meninggalnya tidak menyatakan kehendaknya untuk meneruskan
pembayaran iuran, maka sekalipun demikian ia dianggap sebagai
telah menyatakan kehendaknya sebelum waktu itu berakhir.
Dalam peraturan iIni mereka yang menurut ketentuan-ketentuan
dalam ayat-ayat tersebut di atas telah atau dianggap sebagai
telah menyatakan kehendaknya untuk meneruskan pembayaran
iuran, selanjutnya disebut "‘pembayaran-iuran-sukarela'.
Kecuali ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat di bawah ini,
pembayar-iuran-sukarela harus membayar iuran-biasa menurut
presentasi-presentasi tersebut dalam pasal 4 ayat (1) dari
dasar untuk menghitung pensiun janda pada waktu #a berhenti
membayar iuran sebagal pembayar-ituran-wajib.

Apabila i1a sebagai pembayar-iuran-wajib membayar iuran-biasa
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dari pensiun, maka sebagai pembayar-iuran-sukarela ia harus
membayar furan-biasa itu dari jumlah pensiun tersebut. Selain
dari i1tu, pembayar-iuran-sukarela diwajibkan membayar iuran-
nikah yang dahulu olehnya sebagai pembayar-iuran-wajib belum
dilunasi.

Bagi pembayar-iuran-sukarela yang ketika i1a berhenti menjadi
pembayar-iuran-wajib tidak mendapat pensiun, tetapi jika ia
diperhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri, seharusnya
telah berhak memperoleh pensiun berdasarkan Peraturan Pensiun
yang dahulu berlaku terhadapnya, maka iuran-iuran tersebut
dalam ayat dimuka dihitung dari jumlah pensiun yang
termaksud.

Pembayar-iuran-sukarela yang tidak membayar 1iuran dari
pensiun yang dahulu, telah diperoleh atau dari pensiun
seperti termaksud dalam ayat dimuka ini, jika menghendaki
dapat membayar iuran dari jumlah yang lebih rendah dari pada
dasar yang ditentukan dalam ayat (4) di atas, akan tetapi
jumlah 1tu tidak boleh kurang dari Rp. 100,-.

Dasar untuk membayar iuran ini dihari kemudian tidak dapat
dinaikkan.

Jika  pembayar-iuran-sukarela hendak  mempergunakan hak
tersebut dalam ayat 6, maka i1a harus menyatakan hal i1tu dalam
pemberitahuan termaksud dalam ayat (1) atau apabila kelak ia
hendak menurunkan dasar iuran, dengan pemberitahuan serupa
itu juga, dalam hal mana tiap kali harus dinyatakan dapat
iuran yang dikehendakinya.

Setelah pembayar-iuran-sukarela yang tidak membayar iuran
dari pensiun yang telah diperoleh atau dari pensiun termaksud
dalam ayat (5), mencapai umur 50 tahun dan telah membayar
turan sekurang-kurangnya selama 30 tahun, maka jumlah iuran
diturunkan menjadi separuh dari jumlah 1#iuran yang hingga
waktu itu dibayarnya, terhitung mulai bulan berikutnya bulan
syarat-syarat mengenai umur dan masa kerja tersebut
dipenuhinya.

Pembayaran iuran-biasa bagi pembayar-iuran-sukarela dihitung
mulai bulan berikutnya bulan ia berhenti sebagai pembayar-
iuran wajib.

Jikalau pembayaran-iuran sukarela harus membayar iuran
berdasakan ketentuan dalam ayat (6), maka pembayaran iuran
itu berlaku mulai bulan berikutnya bulan pemberitahuan yang
bersangkutan diterima.

Keharusan membayar iuran-biasa oleh pembayar-iuran-sukarela
berakhir:
a. pada bulan waktu ia menjadi pembayar-iuran-wajib lagi;
b. pada bulan sesudah bulan:
1. 1a meninggal dunia;
2. surat permohonan mengakhiri  pembayaran iuran
diterima;
3. ia tidak mempunyai lagi ister yang pada waktu

berakhirnya kewajiban membayar iuran-biasa, telah
ditunjuk atau yang harus dianggap sebagai Yyang
berhak menerima pensiun maupun anak-anak yang
berhak menerima tunjangan;

4. ia mempunyai tunggakan 1 tahun dalam pembayaran



iuran- biasa atau 3 bulan dalam pencicilan iuran-
nikah yang masih harus dilunasinya pada ketika
berakhirnya kewajiban membayar ituran-biasa.

(12) Mulai bulan ia tidak lagi diharuskan membayar iuran-biasa,
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maka yang berkepentingan dianggap bukan lagi pembayaran-
iuran-sukarela.

luran-biasa dan angsuran-angsuran iuran-nikah yang pada
ketika tersebut di atas masih harus dilunasinya, dipungut
dengan potongan 5/100 dari penghasilan yang kelak mungkin
diperolehnya seperti termaksud dalam pasal 4 ayat 1 atau dari
pensiunnya maupun dari pensiun/tunjangan Yyang diberikan
kepada keluarga yang ditinggalkannya.

Pasal 8.
Penunjukan isteri.

Jikalau seorang pembayaran-iuran-wajib meninggal dunia, maka

isteri atau isteri-isteri yang telah ditunjuk sebagai yang

berhak menerima pensiun, dan penunjukan itu, masih berlaku

atau yang dianggap sedemikian seperti termaksud dalam ayat

(6) pasal ini berhak mendapat pensiun.

Penunjukan seorang 1isteri sebagai yang berhak menerima

pensiun hanya dapat dilakukan oleh pembayar-iuran-wajib, yang

belum mencapai umur 60 tahun.

a. penunjukan seorang isteri atau lebih sebagai yang berhak
menerima pensiun harus dilakukan dalam waktu 6 bulan
sesudah saat terjadinya kemungkinan melakukan penunjukan

itu;

b. penunjukan yang terlambat masih dapat diterima dalam 1
tahun sesudah waktu yang ditentukan di atas;

C. tiap-tiap penunjukan terlambat dikenakan "denda
penunjukan™ sebesar 10% dari iuran-nikah, apabila

kelambatan itu disebabkan oleh kelalaian sendiri. Denda
dipotong dari penghasilan termaksud dalam pasal 4 ayat
(1) dengan sebanyak-banyaknya 10 angsuran bulanan yang
sedapat mungkin sama besarnya;

d. penunjukan yang diajukan sesudah waktu tersebut dalam
ayat b tidak dapat diterima.

Tiap-tiap penunjukan isteri sebagai yang berhak menerima

pensiun dianggap terjadi pada waktu diterimanya pemberitahuan

dan berlaku mulai saat termaksud dalam pasal 6 ayat (1).

Berlakunya penunjukan seorang isteri yang berhak menerima

pensiun berakhir;

a. jJikalau perkawinan dengan seorang isteri itu terputus
mulai dari hari perceraian itu berlaku sah;

b. setelah  yang berkepentingan  tidak lagi menjadi
pembayaran- iuran-wajib dengan tidak mengurangi
ketentuan dalam pasal 7.

Jikalau seroang pembayar-iuran-wajib yang beristeri meninggal

dunia, sedangkan tidak ada penunjukan isteri sebagai yang

berhak menerima pensiun, maka yang dianggap telah ditunjuk
sedemikian ialah isteri yang pada waktu itu dikawinnya atau,

Jika 1a beristeri lebih dari seorang, isteri yang pada waktu

itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya.
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Penunjukan ini dianggap terjadi pada saat meninggalnya
pembayar-iuran-wajib. Untuk penunjukan itu diharuskan pula
pembayaran iuran-nikah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6
dan denda penunjukan sesuail dengan ketentuan dalam ayat (3)
huruf c, apabila pembayar-iuran-wajib meninggal sesudah waktu
tersebut dalam ayat (3) huruf a.

Pasal 9.
Perhitungan pensiun janda.

Besarnya pokok pensiun janda adalah 20% dari gaji Yyang
terakhir diterima oleh pembayar-iuran-wajib yang meninggal
atau, apabila menguntungkan, dari pertengahan jumlah gaji
yang tertinggl dan gaji-gaji terdekatnya, yang diterimanya
untuk 12 bulan.

Pensiun janda termaksud dalam pasal 8 ayat 1 ditetapkan:

a. untuk seorang isteri yang berhak atas pensiun, sebesar
pokok pensiun janda;
b. untuk lebih dari seroang, sebesar 2 kali pokok pensiun

jJanda yang dibagikan rata kepada isteri-isteri itu.
Jumlah pokok pensiun seorang janda tidak kurang dari Rp. 25,-
(dua puluh lima rupiah) sebulan.

Pasal 10.

Isteri atau isteri-isteri seorang pembayar-iuran-sukarela
seperti termaksud dalam pasal 7 ayat (1) berhak mendapat
pensiun, jika suaminya pada waktu meninggal dunia masih
menjadi pembayar-iuran-sukarela.

Jumlah pokok pensiun janda pembayar-iuran-sukarela adalah :

a. jJika suaminya membayar iuran seperti ditentukan dalam
pasal 7 ayat 4, 5 dan 8, sebesar pokok pensiun janda
termaksud dalam pasal 9 ayat (1) dihitung menurut
keadaan pada saat suaminya tidak lagi menjadi pembayar-
fiuran-wajib;

b. jJika suaminya membayar iuran seperti termaksud dalam
pasal 7 ayat 6, 20% dari jumlah yang terakhir menjadi
dasar untuk membayar turan-sukarela.

Pensiun janda termaksud dalam ayat 9(1) pasal ini ditetapkan

sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) dan (3).

Pasal 11.
Pendaftaran anak.

Apabila seorang pembayar-iuran meninggal dunia, maka kepada
anak (anak-anak)-nya yang berhak menerima tunjangan dan yang
telah atau harus sudah didaftarkan menurut cara yang akan
ditentukan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan, berhak
menerima tunjangan kecuali apabila:

a. anak-anak 1tu pada waktu pegawal atau bekas pegawai
meninggal dunia, telah mencapai umur 21 tahun penuh;
b. telah memegang jabatan pada Pemerintah dengan mendapat

penghasilan pokok sebesar Rp. 150,- sebulan;
C. berkawin.
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Dengan menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1) sub a, maka
juga anak pegawai atau bekas pegawail yang meninggal dunia,
yang telah didaftarkan, berhak menerima tunjangan selama ia
masih berlajar pada sekolah menengah dan belum mencapai umur
25 tahun.

Yang didaftarkan sebagail yang berhak menerima tunjangan anak

yatim-piatu seperti termaksud dalam ayat di atas ialah:

a. anak-anak yang dilahirkan pada atau sesudah saat
peraturan ini mulai berlaku terhadap pembayar-iuran yang
bersangkutan dari perkawinannya dengan seorang isteri
yang ditunjuk sebagai yangberhak menerima pensiun atau
yang dianggap sedemikian;

b. anak-anak seorang pembayar-iuran-wajib yang dilahirkan
sebelum waktu peraturan ini mulai berlaku terhadapnya
dari perkawinan dengan isteri yang pada waktu itu masih
menjadi isterinya dan kemudian dalam waktu yang telah
ditentukan dalam pasal 8 ayat (3) huruf a dan b ditunjuk
sebagai yang berhak menerima pensiun atau yang dianggap
sedemikian;

C. anak-anak seorang pembayar-iuran wanita.

Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan ialah anak-anak yang

dilahirkan selama perkawinan 1tu atau selambat-lambatnya 300

hari sesudah kawin itu terputus.

Tiap-tiap pendaftaran seorang anak sebagai yang berhak

menerima tunjangan dianggap telah terjadi pada berlaku mulai

dari hari diterimanya keterangan-keterangan untuk pendaftaran
1tu.

Keterangan-keterangan itu wajib dikirimkan dalam waktu yang

ditentukan dalam ayat (7) pasal iIni oleh pembayar-iuran yang

bersangkutan atau, apabila i1a telah meninggal dunia dalam
waktu itu, oleh atau atas nama 1i1bu darianak yang
berkepentingan.

Pengiriman keterangan-keterangan pendaftaran anak sebagai

yang berhak menerima tunjangan yatim-piatu harus dilakukan:

a. bagi anak-anak yang dilahirkan pada atau sesudah waktu
berlakunya peraturan ini, terhadap pembayar-iuran yang
bersangkutan dalam waktu 6 bulan sesudah saat itu.

Jika keterangan-keterangan pendaftaran untuk seorang anak
tidak dikirim dalam waktu yang sudah ditentukan, maka apabila
kelambatan itu disebabkan oleh kelalaian sendiri, dikenakan
denda pendaftaran sebesar 1% gaji pembayar-iuran pada waktu
permulaan kewajiban pendaftaran anak yang bersangkutan, untuk
tiap-tiap bulan kelambatan.

Apabila pada waktu itu pembayaran-iuran tidak menerima gaji,

besarnya denda pendaftaran i1tu ditetapkan berdasarkan gaji

terakhir yang diterimanya.

Pembayaran denda ini dilakukan dengan angsuran bulanan yang

besarnya paling tinggi 2% dari penghasilan (termasuk pensiun)

sebulan, termaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Pasal 12.
Pemungutan tunggakan iuran.

penghasilan termaksud dalam pasal 4 ayat (1), tidak boleh



dipotong Hlebih dari 15% untuk semua 1iuran dan penyicilan
tanggungan iuran, terkecuali untuk furan luar biasa.

Pasal 13.

luran-turan dan dendanya yang belum dilunasi pembayar-iuran pada
saat meninggalnya, dipotong dari penghasilan yang diberikan
menurut peraturan ini kepada keluarga yang ditinggalkan dengan
angsuran bulanan sebesar 10% dari penghasilan itu.

Pasal 14.
Perhitungan tunjangan anak.

(1) Dasar untuk menghitung tunjangan anak yatim (piatu) i1alah:

a. Untuk anak-anak seorang pembayar-iuran laki-laki sebesar
pokok pensiun janda yang ditetapkan menurut ketentuan
dalam ayat (1) dan (3) pasal 9 dan ayat (3) pasal 10,
atau apabila tidak ada 1isteri yang berhak menerima
pensiun sebesar pensiun janda yang seharusnya ditetapkan
untuk seorang janda;

b. Untuk anak-anak seorang pembayar-iuran wanita, sebesar
pensiun untuk seorang janda dari pembayar-iuran, yang
dapat dipandang sama keadaannya dengan pembayar-iuran
wanita i1tu.

(2 a. Besarnya tunjangan anak-anak selama ada seorang isteri

yang berhak menerima pensiun ialah:

%nguk satu anak 25% dari dasar yang dimaksud dalam ayat
1);

untuk dua anak 40% dari dasar yang dimaksud dalam ayat
:;

untuk tiga anak 50% dari dasar yang dimaksud dalam ayat
;

untuk empat anak 55% dari dasar yang dimaksud dalam ayat
Q);

untuk lima anak atau lebih 60% dari dasar yang dimaksud

dalam ayat (1).

b. Apabila seorang pembayar-iuran wanita meninggal dunia,
maka kepada anak-anaknya selama ayahnya menjadi
pembayar-iuran berdasarkan peraturan ini diberi
tunjangan menurut perhitungan di atas.

(3) Besarnya tunjangan untuk anak-anak yang tidak termasuk dalam
ayat (2) ialah:
untuk 1 anak 40% dari dasar yang dimaksudkan dalam ayat (1)
untuk 2 anak 70% dari dasar yang dimaksudkan dalam ayat (1)
untuk 3 anak 100% dari dasar yang dimaksudkan dalam ayat (1)
untuk 4 anak 115% dari dasar yang dimaksudkan dalam ayat (1)
untuk 5 anak atau lebih 120% dari dasar yang dimaksudkan
dalam ayat (1).

(4) Kepada anak-anak yang ibu dan ayahnya menjadi pembayar-iuran
dan kedua-duanya sudah meinggal dunia, hanya diberi satu
tunjangan atas dasar yang lebih menguntungkan.

(5) Tunjangan untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh seorang
pembayar-iuran dan yang berlainan ibu/ayahnya, ditetapkan
untuk tiap-tiap golongan anak yang seibu-ayah tersendiri,



dengan ketentuan bahwa perubahan dalam jJumlah anak dalam

sesuatu golongan- golongan anak lain, kecuali dalam hal

tambahan anak termaksud dalam pasal 17 ayat (1).

(6) Jumlah semua tunjangan tidak boleh melebihi:

a. Jjumlah dasar untuk menghitung tunjangan termaksud dalam
ayat (1) selama masih ada seorang 1isteri yang berhak
menerima pensiun janda.

(7) Apabila batas-batas jumlah semua tunjangan tersebut dalam
ayat (6) dilampaui, maka tunjangan untuk tiap-tiap golongan
anak dikurangi sedemikian rupa hingga imbangan perhitungan
menurut ayat (2) atau (3) tetap sama.

Pasal 15.
Pemberian pensiun janda dan tunjangan anak.

(1) Pensiun janda dan tunjangan anak yatim-piatu berdasarkan
peraturan ini diberikan atas permintaan dari atau atas nama
yang berhak menerimanya oleh Kepala Kantor Urusan Pegawal .

(2) Permintaan itu harus disertai keterangan asli atau yang dapat
diterima sebagai penggantinya untuk membuktikan hak atas
pensiun/tunjangan termaksud.

Pasal 16.

Apabila penetapan pensiun janda atau tunjangan anak yatim-piatu
dikemudian hari ternyata salah, maka penetapan tersebut harus
diubah sebagaimana mestinya, dengan surat keputusan baru yang
memuat alasan-alasan perubahan 1tu, dengan ketentuan, bahwa
kelebihan pensiun/tunjangan yang mungkin telah dibayarkan, tidak
dipungut kembali sedangkan yang kurang diterima selama 5 tahun
terakhir diberikan kepada yang berkepentingan degan tidak ditambah
bunga.

Pasal 17.

(1) Pensiun janda dan tunjangan anak yatim-piatu berdasarkan
peraturan ini diberikan mulai bulan berikutnya bulan hak atas
pensiun/tunjangan itu didapat oleh yang bersangkutan dan bagi
anak-anak yang dilahirkan setelah pembayaran-iuran meninggal
dunia mulai bulan berikutnya bulan anak i1tu dilahirkan.

(2) Apabila pendaftaran anak yang dilakukan sesudah meninggalnya
pembayaran-iuran, tidak terjadi dalam 6 bulan sesudah anak
itu dilahirkan, maka tunjangan anak 1tu dengan menyimpang
dari  ketentuan dalam ayat (1) diberikan mulai bulan
berikutnya, bulan keterangan-keterangan pendaftaran diterima.

(3) Pembayaran pensiun/tunjangan dilakukan tiap-tiap bulan
menurut petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang akan ditetapkan
lebih lanjut.

(4) Pensiun dan tunjangan 1itu dibayar sampai dengan bulan
meninggalnya yang berhak atau berakhirnya hak atas pembayaran
1tu.

(5) Pensiun janda dan tunjangan anak yatim-piatu yang tidak
diminta dalam waktu 5 tahun sesuah pensiun/tunjangan itu
dapat diterima, tidak dibayar lagi.



Pasal 18.

(1) Pensiun jJanda yang ditetapkan menurut peraturan ini tidak
dibayarkan, jika janda itu bersuami Hlagi, mulai dari bulan
setelah perkawinan i1tu terjadi.

(2) Jikalau perkawinan tersebut di atas terputus, makaterhitung
dari bulan berikuntya bulan terputusnya perkawinan itu janda
yang bersangkutan dapat menerima lagi pensiun yang telah
hilang atau jika menguntungkan kepadanya diberi pensiun yang
menurut peraturan ini dapat diperolehnya karena perkawinan
terakhir.

Pasal 19.

Menteri Urusan Pegawail dapat mengubah:

a. pensiun yang telah diberikan menurut peraturan ini kepada
seorang janda jika ternyata keterangan yang diberikan oleh
yang yang bersangkutan tidak benar;

b. tunjangan yang telah diberikan kepada seorang anak, jika pada
ketika pendaftaran anak i1tu sebagai yang berhak menerima
tunjangan ternyata keterangan-keteranga yang diberikan oleh
yang bersangkutan tidak benar.

Pasal 20.
Pemindahan hak pensiun.

(1) Hak atas pensiun atau tunjangan yang ditetapkan menurut
peraturan ini tidak dapat dipindahkan.

(2) Surat-penetapan pensiun atau tunjangan boleh dipergunakan
untuk tanggungan, guna mendapat pinjaman dari salah suatu
bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(3) Jika yang berhak menerima pensiun atau tunjangan telah
memberi kuasa kepada orang lain untuk menerima
pensiun/tunjangan 1tu, maka sewaktu-waktu surat kuasa itu
dapat ditarik kembali.

(4) Semua perjanjian yang bertentangan dengan yang dimaksudkan
dalam ayat-ayat di atas, tidak mempunyail kekuatan Hukum.

Pasal 21.
Pembukaan iuran.

luran-turan yang dipungut berdasarkan peraturan ini, dibukukan
sebagai penerimaan Dana untuk janda dan anak yatim-piatu Pegawai
Negeri Sipil. Pensiun jJanda dan tunjangan yatim-piatu Yyang
diberikan berdasarkan peraturan ini dan pengeluaran-pengeluaran
berhubung dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Dana
tersebut.

Pasal 22.
Petunjuk-petunjuk pelaksanaan.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan ini, diadakan
seperlunya petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang akan ditetapkan oleh



Menteri Urusan Pegawai dengan permufakatan Menteri Keuangan.

Pasal 23.
Peraturan Peralihan.

(1) Mular hari berlakunya peraturan ini, hak-hak dan kewajiban-
kewajiban mereka yang hingga waktu itu menjadi pembayar-iuran
berdasarkan salah satu peraturan pensiun-janda/tunjangan anak
yatim-piatu yang hingga hari 1itu berlaku terhadap Pegawai
Negeri Sipil, diatur menurut peraturan ini.

(2) Isteri (isteri-isteri) yang ditunjuk sebagai yang berhak
menerima pensiun atau yang dianggap sedemikian berdasarkan
salah satu peraturan lama, dipandang begitu pula menurut
peraturan ini.

(3) Anak-anak yang telah didaftarkan atau seharusnya telah maupun
dapat didaftarkan berdasarkan salah satu peraturan lama
masing-masing dianggap telah atau masih harus didaftarkan
menurut peraturan ini.

(4) Terhadap janda dan anak yatim-piatu pembayar-iuran yang
meninggal dunia sebelum tanggal berlakunya peraturan ini,
tetap berlaku peraturan-peraturan lama.

(5) Mereka tersebut dalam ayat (1) dibebaskan dari pembayaran
iuran-nikah untuk 1isteri vyang pertama ditunjuk menurut
peraturan ini.

(6) Apabila Pegawai Negeri, yang hingga hari mulai berlakunya
peraturan ini menjadi pembayar-iuran berdasarkan "‘Reglement
van het weduwen en wezenfonds voor Europesche Burgerlijke
Landsdienaren™  (Staatsblad 1935 No. 600, sebagaimana telah
diubah dan ditambah) meninggal dunia dalam waktu 2 tahun
sesudah hari tersebut, maka kepada janda dan anaknya, jJika
menguntungkan, dapat diberikan pensiun dan tunjangan menurut
peraturan lama i1tu.

Pasal 24.
Mulai berlakunya peraturan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah iIni dengan penempatan dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 23 Pebruari 1952.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
Menteri Urusan Pegawal,
SOEROSO.

Menteri Keuangan,



JUSUF WIBISONO.

Diundangkan
Pada tanggal 28 Pebruari 1952.
Menteri Kehakiman,

MOEHAMMAD NASROEN .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1952
TENTANG
PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA DAN TUNJANGAN KEPADA ANAK YATIM-
PIATU PEGAWAI NEGERI SIPIL.

UMUM.

Sebagai telah dinyatakan dalam pertimbangan peraturan
ini, hingga kini berlaku berbagai peraturan yang berlainan
tentang pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada
anak yatim-piatu pegawail Negeri Sipil.

Berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan, maka
keadaan sedemikian sudah selayaknya harus dilenyapkan dengan
mengadakan suatu peraturan yang bersamaan yang berlaku untuk
seluruh pegawai Negeri untuk kepentingan keluarga yang
ditinggalkan.

Susunan peraturan baru ini didasarkan terutama atas
peraturan Republik Indonesia dahulu, ditambah dengan sari-
sari dari peraturan-peraturan yang lain.

Dalam pada i1tu diusahakan untuk menyederhanakan
pelaksanaan serta mempermudahkan tata-usaha aturan pemberian
pensiun/ tunjangan, al. dengan menghapuskan pemungutan iuran
pendaftaran anak, membulatkan persentasi iuran, dsb.

Dalam peraturan ini diadakan kemungkinan untuk menunjuk
lebih dari seorang isteri dan untuk mendaftarkan anak2 dari
isteri-isteri i1tu, mengingat akan kenyataan adanya perkawinan
syah dengan lebih dari seorang isteri.

Selanjutnya sebagai salah satu perubahan yang terpenting
dapat disebut diadakannya kesempatan bagi para penerima
pensiun pegawai yang belum melampaui umur 60 tahun untuk
menunjuk isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun.

Untuk mengimbangi beban yang lebih berat yang harus
dipikul oleh Dana Pensiun Indonesia sebagai akibat perubahan
itu d.l.l_nya, maka #furan biasa terpaksa dinaikkan sedikit
yang didapat dengan pembulatan tadi.

PASAL DEMI PASAL:
Pasal 1.

Menurut ketentuan dalam pasal iIni peraturan ini berlaku juga
terhadap pegawai bukan Warga Negara.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

2 dan 3.
Cukup jelas.

4.

Persentasi iuran biasa dinaikkan 1/2%, menjadi masing-masing
bulat 7% untuk pegawai laki-laki dan 2% untuk pegawail wanita
berhubung dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam
penjelasan umum.

Terhadap pegawai laki-laki yang menunjuk lebih dari seorang
isteri yang berhak menerima pensiun, dipandang adil bahwa
Iuran biasanya dinaikkan.

Kenaikan itu ditetapkan hanya 2% untuk tiap-tiap isteri lebih
dari 1 dan sebanyak-banyaknya 4%.

Jika diperhatikan tambahnya risiko bagi Dana Pensiun
Indonesia, kenaikan itu hanya merupakan imbangan yang sangat
sederhana. Tambahnya resiko itu berhubungan dengan pemberian
2 kali pokok pensiun janda jika ada lebih dari seorang isteri
yang ditunjuk dan juga dengan kemungkinan baik adanya lebih
banyak anak yang berhak menerima tunjangan, maupun lebih
lamanya pensiun janda harus dibayarkan.

5.
Sudah jelas.

6.
Cukup jelas.

7.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini membuka kemungkinan bagi
mereka yang kewajibannya untuk membayar iuran berakhir untuk
meneruskan pembayaran iuran biasa sebagai pembayar iuran
sukarela untuk kepentingan isteri (isteri-isteri) yang telah
ditunjuk sebagai isteri yang berhak pensiun serta anak-anak
yang dilahirkan dari perkawinan dari isteri itu.

Pembayar 1#uran sukarela tidak diperkenankan untuk menunjuk
isteri (2) lain dari yang tersebut di atas.

8.

Menyimpang dari peraturan lama, maka menurut pasal 8 ayat 2
bekas pegawai (pensiunan), yang masih membayar #uran-wajib
dan belum mencapai umur 60 tahun, dapat melakukan penunjukan
seorang 1isteri atau lebih sebagai yang berhak menerima
pensiun.

Tentang cara penunjukan isteri diadakan petunjuk-petunjuk
lebih lanjut tersendiri.

9.

Menurut peraturan R.1. dahulu, maka bila yang berhak menerima
pensiun lebih dari seorang, diberikan hanya sebesar satu kali
pokok pensiun janda, yang dibagikan sama besarnya kepada
tiap-tiap janda i1tu. Menurut peraturan sekarang, maka bila
ada lebih dari seorang isteri, pensiun janda itu ditetapkan
sebesar 2 kali pokok pensiun janda yang dibagikan rata kepada
isteri-isteri itu. Akan tetapi dalam hal iIni pembayar-iuran



diwajibkan pula membayar setinggi-tingginya 4% (lihatlah
pasal 4 ayat (1) sub a) dan untuk tiap-tiap penunjukan lebih
dari seorang isteri tambahan iuran-nikah sebesar satu bulan

gaji (pasal 6 ayat (1)).

Pasal 10.
Cukup jelas.

Pasal 11.

Pembayaran tunjangan, yang menurut ayat (1) sub c dihentikan
karena anak yang bersangkutan berkawin, dilakukan lagi jika
perkawinan itu terputus terhitung mulai bulan berikutnya.
Sebagaimana telah diterangkan pada penjelasan umum, #uran
pendaftaran yang dimuat dalam peraturan2 lama dihapuskan.
Agar pendaftaran anak dilakukan sedapat mungkin pada
waktunya, dalam pasal ini ditetapkan denda untuk pendaftaran
anak yang terlambat.

Pasal 12.
Apabila jumlah semua potongan iuran melebihi 15%, maka jumlah
iItu dapat dikurangi dengan menambah banyaknya angsuran iuran-
nikah hingga lebih dari 36 atau dengan menunda pemungutan
penyicilan tunggakan iuran.

Pasal 13.
Cukup jelas.

Pasal 14.
Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini didasarkan atas pedoman-
pedoman sebagai berikut :

1. Sebagai dasar untuk menghitung tunjangan anak ditetapkan
Jjumlah pokok pensiun janda.
2. a. anak-anak yang ditinggalkan pembayar iuran dianggap

sebagai anak yatim selama masih ada seorang isteri
yang berhak menerima pensiun, atau bagil anak-anak
bekas pembayar iuran wanita, selama bekas suaminya
menjadi pembayar ifuran.

b. anak-anak yang tidak termasuk dalam a dipandang
sebagai anak yatim piatu.
3. Jumlah tunjangan semua golongan anak tidak boleh
melebihi:

a.untuk anak yatim : satu kali dasar tunjangan.
b_.untuk anak yatim-piatu : dua kali dasar tunjangan.

Pasal 15.
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 16.
Dalam peraturan petunjuk pelaksanaan akan disebutkan
keterangan-keterangan yang diperlukan untuk mendapat pensiun-
Jjanda dan tunjangan anak.

Pasal 17.
Sudah jelas.



Pasal 18.
Cukup jelas.

Pasal 19.
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 20.
Ketentuan ini  dimaksudkan untuk menjaga supaya Yyang
berkepentingan tidak menggadaikan pensiunnya pada pemberi
pinjaman dengan bunga yang terlalu tinggi.

Pasal 21.
Cukup jelas.

Pasal 22.
Cukup jelas.

Pasal 23.
Ketentuan dalam ayat (1) tidak boleh diartikan, bahwa mereka
termaksud dalam ayat itu dibebaskan dari kewajiban-kewajiban
yang terjadi berdasarkan peraturan lama yang belum dipenuhi.
Pembebasan pembayaran iuran termaksud dalam ayat (5) antara
peraturan-peraturan lama yang berlainan (N.E.W. Peraturan
Pemerintah No. 35 tahun 1949).
Menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal
23 ayat (1), peraturan ini berlaku terhadap semua pegawai
baik warga negara maupun bukan warga Negara. Akan tetapi
dipandang adil agar bagi jandaZanak termaksud dalam ayat (6)
pasal i1ni ditetapkan suatu masa peralihan (2 tahun) untuk
kemungkinan pemberian pensiun/tunjangan kepada jandaZanak itu
berdasarkan peraturan lama jika menguntungkan.

Pasal 24.
Tidak memerlukan penjelasan.

CATATAN
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